ZISWAF : Jurnal Zakat dan Wakaf (2019, Vol. 6 No.2)
2654-8569 (E-1SSN)/2654-8577 (P-ISSN)

Regulasi Wakaf Di Indonesia Dari Masa Orde Lama
Sampai Era Reformasi Dalam Tinjauan Politik Hukum

Supriyadi, Sholihul Hadi?

Institut Agama Islam Negeri Kudus
supriyadi_rama@yahoo.co.id*, solikhul623@gmail.com?

Abstract : One important factor that contributed to the style and development of wagf in
Indonesia was when the state participated in regulating wagf policies through a set
of positive laws. In the process of formulating the policy, the vision and direction
of wagf policy is largely determined by how the ruling regime sees the potential
and organization of wagf, both in terms of its interests and the interests of Muslims
in general. This study uses a qualitative method with a legal political approach.
This study concludes that the politics of wagf law in Indonesia with a span of time
from the era of independence to the era of reform. It is evident that each regulation
in accordance with the era has differences according to the political conditions
behind it. There are regulations that have greater political factors compared to
other factors. The following are characteristics of waqf legal regulations in
Indonesia, using categorization: dominant, somewhat weak and weak.
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Latar Belakang

Masa awal tumbuhnya wakaf dapat ditelusuri sejak abad ke-12 M, yakni ketika
terjadi penetrasi Islam oleh para guru sufi ke Nusantara. Peran guru sufi ini memberikan
pengaruh pada penduduk setempat dan memberi andil bagi penyebaran Islam (Azra, 1994:
17). Sampai abad ke-14 M, pengaruh para pengembara sufi dalam mengembangkan ajaran
Islam semakin luas, dan mulai masuk melalui pintu-pintu istana kerajaan di Nusantara
(Ricklefs, 1994: 5). Bukti paling kuat dapat ditelusuri dari peran para Walisongo ketika
memperkenalkan Islam. Untuk menyebarkan Islam ke lingkungan istana, para wali
biasanya memulainya dengan mendirikan pesantren dan masjid di lingkungan kesultanan
(istana). Pola ini dilakukan oleh Syekh Maulana Malik Ibrahim (w.1419) dan Sunan Ampel
(w.1467), yang kemudian diikuti oleh para wali lainnya. Masjid dan pesantren-pesantren,
di samping menjadi sarana penyebaran Islam, dikenal juga sebagai institusi wakaf pertama
yang menjadi benih bagi perkembangan filantropi Islam pada masa berikutnya (Asrohah,
1999:146).

Dalam studinya, Rahmat Djatnika (1982: 48) menyatakan bahwa berbagai
kelembagaan yang berdiri pada abad ke-15 seperti Masjid Rahmat dan Masjid Ampel
belum bisa dikatakan wakaf jika dilihat dari karakteristik wakaf berdasarkan Mazhab
Syafi’i. Sejauh observasi Djatnika terhadap kedua masjid tersebut, tidak ditemukan bukti
ikrar wakaf dan siapa wakifnya, dua rukun wakaf yang disyaratkan Mazhab Syafi’i.
Menurut Djatnika, berdasarkan catatan dan bukti-bukti historis, diketahui bahwa wakaf
baru terjadi pada awal abad ke-16 M di Jawa Timur. Pada masa tersebut, terdapat enam
buah wakaf dengan total 20.615 M2. Pada abad berikutnya, jumlah wakaf bertambah
menjadi tujuh wakaf dan terus bertambah hingga tahun 1751-1800 menjadi 61 wakaf.
Dalam perkembangan berikutnya di abad XIX, tercatat 303 lokasi wakaf tanah milik.
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Dua organisasi besar di Indonesia yaitu NU dan Muhammadiyah selama ini
mengembangkan lembaga pendidikan dan sarana sosial lainnya dengan menggunakan aset
wakaf. Muhammadiyah yang berdiri sejak tahun 1912, tidak saja menggalakkan wakaf
masjid dan sekolah, tetapi juga mempopulerkan wakaf rumah sakit, penerbitan buku,
majalah dan surat kabar. Sementara NU lebih banyak berkonsentrasi untuk
mengembangkan wakaf pesantren. Sampai tahun 1978, jumlah lembaga-lembaga pesantren
di Jawa dan Madura mencapai 3.195 buah (Noer, 1996: 97).

Selain wakaf NU dan Muhammadiyah di atas, yang juga menarik adalah wakaf
perguruan tinggi. Dewasa ini terdapat beberapa wakaf pendidikan tinggi yang cukup
berhasil dan dapat dijadikan model, di antaranya Badan Wakaf Universitas Islam
Indonesia yang terdapat di Yogyakarta. Yayasan Badan Wakaf Sultan Agung Semarang
juga mengelola pendidikan tinggi dan rumah sakit melalui pengembangan wakaf. Salah
satu faktor yang menginspirasi pendirian wakaf perguruan tinggi ini adalah kebesaran
Universitas Al-Azhar Mesir (Bamualim, 2005: 275).

Salah satu faktor penting yang ikut mewarnai corak dan perkembangan wakaf di
Indonesia adalah ketika negara ikut mengatur kebijakan wakaf melalui seperangkat hukum
positif. Dalam proses perumusan kebijakan tersebut, visi dan arah kebijakan wakaf banyak
ditentukan oleh bagaimana rezim berkuasa melihat potensi maupun organisasi wakaf, baik
dalam kerangka kepentingannya maupun kepentingan umat Islam pada umumnya (Najib,
2006: 81).

Di masa penjajahan, politik pemerintah mengenai filantropi Islam tunduk pada
rasionalitas politik Islam Hindia Belanda, di mana Islam sebagai sistem nilai yang kaya
akan dimensi sosial dengan berbagai preseden sejarah politiknya, dibatasi sedemikian rupa
sehingga ia dipraktikkan dalam kerangka ritual-personal semata (Suminto, 1985: 120).
Mengingat aktivitas filantropi Islam seringkali berhubungan antar anggota-anggota
masyarakat, maka pemerintah kolonial pada akhirnya memandang perlu untuk mengatur
perwakafan dengan regulasi. Sayangnya kebijakan yang dibuat tidak sepenuhnya
didasarkan pada keinginan politik (political will) yang jujur serta pemahaman yang benar
tentang hakikat dan tujuan filantropi Islam; akibatnya ia tidak memiliki arti penting bagi
pengembangan wakaf, selain memenuhi formal administratif wakaf belaka (Najib, 2006:
82).

Peraturan lainnya yang berkaitan dengan hukum wakaf adalah Undang-Undang
Republik Indonesia No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Undang-Undang tersebut
di dalam Bab 11l tentang Kekuasaan Pengadilan, Pasal 49 ayat (1) menyebutkan bahwa
Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan
perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang; a.
Perkawinan; b. Kewarisan, wasiat, dan hibah, yang dilakukan berdasarkan hukum Islam; c.
Wakaf dan sedekah (Hasanah, 2008: 20).

Proses panjang regulasi hukum Islam, utamanya hukum wakaf, sebagaimana
diuraikan di atas, selalu menarik untuk diamati atau diteliti, karena kehadirannya tak lepas
dari hal-hal yang melatarbelakanginya. Menurut Qodri Azizy (2004: 80) penetapan hukum
Islam di dalam sebuah undang-undang (ganin) memiliki dua dimensi; bernilai Islam di
satu sisi dan mempunyai kekuatan yang didukung oleh negara di sisi yanga lain. Dalam
praktik, tidak jarang nuansa siyasah syar’iyyahnya sangat menonjol, yang tidak lepas dari
kepentingan politik penguasanya.

Senada dengan Azizy, menurut Mahfud MD (1999: 71) dalam kenyataan hukum itu
lahir sebagai refleksi dari konfigurasi politik yang melatarbelakanginya. Dengan kata lain,
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kalimat-kalimat yang ada di dalam aturan hukum itu tidak lain merupakan kristalisasi dari
kehendak-kehendak politik yang saling bersaingan. Satjipto Rahardjo (1985: 71)
mengemukakan bahwa kalau kita melihat hubungan antara subsistem politik dan subsistem
hukum, tampak bahwa politik memiliki konsentrasi energi yang lebih besar sehingga
hukum berada pada posisi yang lemah.

Penelitian ini berupaya untuk meneliti regulasi wakaf di Indonesia dari latar
belakang politik hukum, dimulai setelah kemerdekaan Indonesia sampai era Reformasi
dengan keluarnya UU No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf dan PP. No. 42 Tahun 2006
tentang Pelaksanaan UU No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf. Berdasarkan latar belakang
masalah di atas, maka research problem (rumusan masalah) dalam penelitian ini adalah
bagaimana terjadinya proses politik hukum atas lahirnya regulasi wakaf di Indonesia;
setelah kemerdekaan sampai era Reformasi (keluarnya UU No. 41 Tahun 2004 tentang
Wakaf dan PP. No. 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan UU No. 41 Tahun 2004 tentang
Wakaf) ?

Teori dan Metode

1.1 Kajian Teori
1.1.1. Regulasi Hukum Wakaf dalam Lintasan Sejarah Indonesia

Peraturan-peraturan tentang hukum wakaf yang dibuat oleh pemerintah Kolonial
Belanda pada zaman kemerdekaan masih tetap diberlakukan selama belum ada regulasi
wakaf yang baru. Karena permasalahan perwakafan merupakan bagian dari hukum
pertanahan (agraria) maka pemerintah memberikan perhatian Kkhusus tentang
perwakafan di dalam UU No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok
Agraria (UUPA). Pada Pasal 49 ayat (3) UUPA disebutkan; perwakafan tanah milik
dilindungi dan diatur dengan Peraturan Pemerintah (Hasanah, 2008: 12).

UUPA 1960 lahir sebagai bagian dari propaganda politik Demokrasi Terpimpin
dan sekaligus upaya melegitimasi kebijakan politik itu. Demokrasi Terpimpin
dituangkan dalam konsep-konsep politik ala Orde Lama, yaitu; Revolusi Nasional,
Manifesto Politik dan faham Sosialisme Indonesia.

Konsep-konsep politik tersebut dituangkan di dalam konsideran UUPA,;
“Menimbang”, pada huruf (b) bahwa hukum agraria yang masih berlaku sekarang ini
sebagian tersusun berdasarkan tujuan dan sendi-sendi dari pemerintahan jajahan dan
sebagian dipengaruhi olehnya, hingga bertentangan dengan kepentingan rakyat dan
negara di dalam menyelesaikan “Revolusi Nasional” sekarang ini serta pembangunan
semesta; “Berpendapat”, pada huruf (d) bahwa hukum agraria tersebut harus pula
merupakan pelaksanaan dari pada Dekrit Presiden tanggal 5 Juli 1959, ketentuan dalam
pasal 33 Undang-Undang Dasar dan “Manifesto Politik” Republik Indonesia, sebagai
yang ditegaskan dalam Pidato Presiden tanggal 17 Agustus 1960, yang mewajibkan
negara untuk mengatur pemilikan tanah dan “memimpin” penggunaannya, hingga
tanah di seluruh wilayah kedaulatan bangsa dipergunakan untuk sebesar-besar
kemakmuran rakyat, baik secara perseorangan maupun secara gotong-royong;
“Mengingat”; (a) Dekrit Presiden tanggal 5 Juli 1959; (b) Pasal 33 Undang-Undang
Dasar; (c) Penetapan Presiden No. 1 tahun 1960 (L.N. 1960-10) tentang Penetapan
Manifesto Politik Republik Indonesia tanggal 17 Agustus 1959 sebagai Garis-Garis
Besar Haluan Negara, dan Amanat Presiden tanggal 17 Agustus 1960; (d) Pasal 5 jo. 20
Undang-Undang Dasar; dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong
(Harsono, 2002: 4).
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Penjelasan UUPA, yang diatur dalam Tambahan Lembaran Negara (TLN) Nomor
2044, juga memuat konsep-konsep politik Demokrasi Terpimpin, sebagaimana yang
tercantum di dalam Penjelasan Umum poin 1; (a) karena hukum agraria yang berlaku
sekarang ini sebagian tersusun berdasarkan tujuan dan sendi-sendi dari pemerintah
jajahan, dan sebagiannya lagi dipengaruhi olehnya, hingga bertentangan dengan
kepentingan rakyat dan negara di dalam melaksanakan pembangunan semesta dalam
rangka menyelesaikan “Revolusi Nasional” sekarang ini; (b) karena sebagai akibat dari
politik-hukum pemerintah jajahan itu hukum agraria tersebut mempunyai sifat
dualisme, yaitu dengan berlakunya peraturan-peraturan dari dan yang didasarkan atas
hukum Barat, hal mana selain menimbulkan pelbagai masalah antar-golongan yang
serba sulit, juga tidak sesuai dengan cita-cita persatuan bangsa; (c) karena bagi rakyat
asli hukum agraria penjajahan tidak menjamin kepastian hukum (Santoso, 2012: 346-
347).

Faham “Sosialisme Indonesia” secara jelas menjadi landasan lahirnya UU No. 5
Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria. Hal ini dapat dilihat pada
Penjelasan UUPA (TLN 2043) romawi Il angka (1); ...hukum agraria sekarang ini
mempunyai sifat “dualisme” dan mengadakan perbedaan antara hak-hak tanah menurut
hukum adat dan hak-hak tanah menurut hukum Barat, yang terpokok pada ketentuan-
ketentuan dalam Buku Il Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia. Undang-
Undang Pokok Agraria bermaksud menghilangkan dualisme itu dan secara dasar
hendak mengadakan kesatuan hukum, sesuai dengan keinginan rakyat sebagai bangsa
yang satu dan sesuai pula dengan kepentingan perekonomian (Harsono, 2002: 36).

Dengan sendirinya hukum agraria baru itu, harus sesuai dengan kesadaran hukum
daripada rakyat banyak. Oleh karena rakyat Indonesia sebagian besar tunduk pada
hukum adat, maka hukum agraria yang baru tersebut akan didasarkan pula pada
ketentuan-ketentuan hukum adat itu, sebagai hukum yang asli, yang disempurnakan dan
disesuaikan dengan kepentingan masyarakat dalam negara yang modern dan dalam
hubungannya dengan dunia internasional, serta disesuaikan dengan ‘“Sosialisme
Indonesia”. Sebagaimana dimaklumi maka hukum adat dalam pertumbuhannya tidak
terlepas pula dari pengaruh politik dan masyarakat kolonial yang kapitalistis dan
masyarakat swapraja feodal (Harsono: 2002; 37-38).

Dengan sistem politik hukum yang demikian itu maka berimbas pada pengaturan
wakaf yang disebutkan dalam Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang
Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria. Pada Pasal 49 ayat (3) menetapkan;
Perwakafan tanah milik dilindungi dan diatur dengan Peraturan Pemerintah. Namun,
pada kenyataannya Peraturan Pemerintah yang mengatur tentang perwakafan tanah
milik baru dapat terlaksana tujuhbelas tahun kemudian, yaitu PP No. 28 Tahun 1977
tentang Perwakafan Tanah Milik, setelah terjadinya pergantian konfigurasi politik era
Orde Lama ke era Orde Baru.

1.1.2. Regulasi Hukum Wakaf Orde Baru

Selain PP No. 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik, Regulasi wakaf
pada era Orde Baru juga diatur dalam UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama,
dalam Bab Il tentang Kekuasaan Pengadilan Pasal 49 (1) menyebutkan bahwa
Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan
perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang;
(1) perkawinan; (b) kewarisan, wasiat, dan hibah, yang dilakukan berdasarkan hukum
Islam; (c) wakaf dan sedekah (Hasanah, 2008: 20).

207



Supriyadi, Sholihul Hadi Urgensi Pendirian Lembaga Keuangan Syariah (LKS) Wakaf
Sebagai Upaya Mereduksi Kesenjangan Ekonomi di Indonesia

Regulasi selanjutnya yang mengatur tentang wakaf pada masa Orde Baru adalah
Kompilasi Hukum Islam berdasarkan Inpres No.1 Tahun 1991. Pada Bab Il KHI itu
mengatur hukum perwakafan, yang terdiri dari lima bab dan limabelas pasal. (Hasanah,
2008: 22).

Dalam tinjauan politik hukum, PP No. 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah
Milik dilatarbelakangi atas dua hal; (1) tertib administrasi perwakafan; dan (2) proteksi
terhadap gerakan komunisme. Hal ini tercermin dari Penjelasan atas Peraturan
Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik yang dikeluarkan
oleh Menteri Dalam Negeri, Amirmachmud, pada tanggal 26 November 1977. Pada
penjelasan umum disebutkan; di lain pihak banyak terdapat persengketaan-
persengketaan tanah disebabkan tidak jelas status tanahnya, sehingga apabila tidak
segera diadakan pengaturan, maka tidak saja akan mengurangi kesadaran beragama dari
mereka yang menganut ajaran Islam, bahkan lebih jauh akan menghambat usaha-usaha
pemerintah untuk menggalakkan semangat dan bimbingan “kewajiban ke arah
beragama” (menjauhi faham dan gerakan komunisme), sebagaimana terkandung dalam
ajaran Pancasila digariskan dalam Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor
IV/IMPR/1973 (Harsono, 2002: 127).

Upaya politis pemerintah untuk melakukan tertib administrasi dalam rangka
menjaga stabilitas nasional, juga secara eksplisit disebutkan di dalam konsideran PP No.
28 Tahun 1977. Ada tiga hal yang secara administratif menjadi alasan lahirnya PP No.
28 Tahun 1977; (a) pada waktu yang lampau, pengaturan tentang perwakafan tanah
selain dari belum memenuhi kebutuhan, juga belum diatur secara tuntas dalam suatu
peraturan perundang-undangan, sehingga memudahkan terjadinya penyimpangan dari
hakikat dan tujuan wakaf itu sendiri. Ini disebabkan karena beraneka ragamnya bentuk
wakaf (wakaf keluarga dan wakaf umum) dan tidak adanya keharusan mendaftarkan
benda-benda yang diwakafkan itu. Akibatnya, banyak benda-benda yang diwakafkan
tidak diketahui lagi keadaannya, bahkan ada di antaranya yang telah menjadi milik ahli
waris pengurus (nadzir) wakaf bersangkutan. Hal ini akan menimbulkan; (b) keresahan
di kalangan umat Islam yang menjurus kepada perasaan antipati terhadap wakaf; dan (c)
dalam masyarakat banyak terjadi persengketaan mengenai tanah wakaf karena tidak
jelas status tanah wakaf yang bersangkutan (Daud Ali, 1988: 99-100).

Pemerintahan Orde Baru menetapkan ekonomi sebagai sentral di bidang
pembangunan, maka stabilitas nasional menjadi syarat mutlak bagi terwujudnya tujuan
itu. Sebab, tanpa stabilitas nasional yang mantap terutama di bidang politik, labilitas-
labilitas dalam masyarakat dan kegoncangan-kegoncangan ekonomi dapat menghambat
pembangunan secara keseluruhan. Dalam kondisi seperti itu, kepastian dan ketertiban
melalui hukum sangat dibutuhkan (Moeljarto, 1987: 68).

Sebagai tindak lanjut dari upaya mewujudkan tertib hukum di bidang wakaf guna
menjaga stabilitas nasional, maka pemerintah mengeluarkan beberapa peraturan yang
mendukung PP No. 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik.

Untuk menciptakan tertib hukum dan administrasi, perwakafan tanah milik yang
diatur di dalam PP No. 28 Tahun 1977 ditangani oleh dua departemen secara terpadu
yaitu Departemen Agama dan Departemen Dalam Negeri, sesuai kewenangan masing-
masing. Peraturan dua Departemen Implementasi terpadu antar dua departemen itu
sesuai dengan isi UU No. 28 Tahun 1977, yang mengatur pembagian tugas perwakafan
tanah milik; Departemen Agama bertugas pada ikrar wakaf dan pembuatan akta ikrar
wakaf serta menerima laporan setelah mendapatkan pencatatan dan sertifikat, sedangkan
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Departemen Dalam Negeri bertugas mencatat dan menerbitkan sertifikat wakaf,
sebagaimana dijelaskan pada Pasal 9 dan 10 PP No. 28 Tahun 1977 (Harsono, 2002:
122).

Kekhawatiran pemerintah akan terjadinya ketidaktertiban dalam perwakafan
cukup realistis, karena faktanya banyak terjadi perselisihan disebabkan kurangnya
bukti-bukti otentik yang diperlukan. Bahkan ada di antara masyarakat yang
merahasiakan pewakaf yang sebenarnya, karena beranggapan wakaf adalah bagian dari
bentu sedekah yang lebih utama jika dirahasiakan.

Contoh tanah wakaf yang menjadi persengketaan terjadi pada sebuah masjid di
Jatibarang, Brebes. Satu keluarga tetangga masjid itu tiba-tiba mengaku bahwa sebagian
tanah miliknya menjadi milik masjid tersebut. Tanah dimaksud yang luasnya hanya
empat meter persegi dipermasalahkan dan melibatkan berbagai instansi. Si ibu yang
merasa menjadi pemilik tanah tersebut tidak rela dan akan meminta kembali tanah yang
sudah lama masuk dalam pagar masjid (Moh Amir, 2000: 28).

Contoh lain permasalahan tanah wakaf terjadi pada wakaf Masjid Kauman
Kutowinangun Kebumen. Masjid Kauman Kutowinangun ini yang kemudian diberi
nama Masjid “Taqwa”, menurut saksi hidup, dapat ditelusuri kisahnya mulai tahun
1959. Tanah masjid tersebut merupakan tanah wakaf yang diwakafkan oleh keluarga
Arumbinang (gelar kehormatan Bupati Kebumen di masa lalu). Kapan tepat waktu dan
siapa nama wakifnya pada saat akad tidak ada dokumen yang mencatatnya (Kholid,
2012: 21). Namun menurut Aspan, saksi hidup yang menjadi kebayan desa sejak tahun
1961, masyarakat sudah mafhum bahwa tanah tersebut adalah tanah wakaf keluarga
Arumbinang. Menurutnya, pada tahun 1959 bangunan yang ada baru terdiri dari sebuah
masjid, tempat wudlu berupa dua buah padasan besar serta kulah dengan konstruksi
berupa bejana berhubungan. Sedangkan di sebelah selatan masjid banyak terdapat
pohon pisang dan kelapa gading. Di halaman masjid yang luas ketika itu, terdapat
beberapa petak sawah milik masjid dan sebuah bangunan tempat tinggal pengasuh
masjid yakni Kiai Dahlan. Sepeninggal Kiai Dahlan, Kiai Mas’ad yang menjadi
penerusnya tidak menempati rumah tersebut karena rumah wakaf itu telah beralih fungsi
menjadi Sekolah Rakyat Perempuan (SRP) (Kholid, 2012: 21).

Pada tahun 1960, Kepala Desa Kutowinangun waktu itu, Lurah Soepardi yang
dikenal kurang amanah itu mengundang Mantri Klangsir dan timnya dari Magelang.
Lurah Soepardi minta agar tanah wakaf itu, terutama yang terdapat bangunan rumah
wakaf diukur. Tidak lama kemudian setelah pengukuran itu, tanpa izin umat Islam,
bangunan itu dibongkar, lalu di atasnya dibangun Sekolah Teknik Negeri (STN).
Selanjutnya, entah bagaimana prosesnya dibangun pula Kantor Urusan Agama (KUA)
Kutowinangun, yang tadinya terletak di desa Rejosari. Sekolah tersebut pada masa
jabatan Wedana Sutrisno telah berubah menjadi SMP Negeri Kutowinangun (Kholid,
2012: 22).

Pada tahun 1980, ada Peraturan Pemerintah yang menyatakan bahwa tanah-tanah
yang tidak diurus oleh keluarganya dalam jangka waktu tertentu akan menjadi tanah
pemerintah (dinasionalisasikan). Umat Islam setempat pada waktu itu juga tidak
menyangka bahwa tanah wakaf tersebut ikut dinasionalisasikan. Dengan demikian,
akhirnya tanah wakaf tersebut menjadi milik pemerintah, sehingga bangunan Masid At
Tagwa dianggap menumpang pada tanah milik pemerintah. Setelah tanah wakaf
berubah menjadi milik pemerintah, dan rumah wakaf menjadi SMP N, maka di atas
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tanah wakaf tersebut kemudian didirikan kantor Koramil, kolam dan kompleks
pertokoan (Kholid, 2012: 24).

Di samping alasan di atas, aksi-aksi yang dilakukan oleh PKI cukup
mengkhawatirkan Pemerintahan Orde Baru. Selama ini PKI melakukan klaim sepihak
terhadap UUPA 1960 dan melakukan sabotase-sabotase terhadap tanah wakaf (Wiradi,
2000: 141).

Contoh manuver yang dilakukan oleh PKI terhadap benda wakaf, tergambar
dalam penelitian Agus Fathuddin Yusuf tentang wakaf Masjid Agung Semarang. Pada
awalnya dasar hukum wakaf Masjid Besar Semarang adalah Stb. 1912 No. 605 jo.
Besluit Gubernur Jenderal Hindia Belanda tanggal 12 Agustus 1896 Nomor 43. Untuk
mengamankan tanah-tanah tersebut pada tahun 1962 Menteri Agama (KH. Saefuddin
Zuhri) menguatkan dan menegaskan berdasarkan Keputusan Menteri Agama Nomor 92
Tahun 1962 bahwa tanah-tanah tersebut adalah tanah wakaf yang pengelolaannya
diserahkan kepada BKM Kodya Semarang. Alasannya, hampir semua tanah tersebut
pada saat itu diserobot dan dikuasai oleh PKI (BTI). Setelah terjadinya G. 30 S/PKI
yang membuat posisi PKI hancur maka segera diadakan persidangan untuk menentukan
status yang sebenarnya atas tanah-tanah wakaf Masjid Besar Semarang. Melalui proses
persidangan yang panjang, lebih dari 60 kali persidangan, akhirnya tanah-tanah wakaf
tersebut bisa kembali sesuai dengan yuridis formal kepada Pengurus Masjid Besar
Semarang (Moh Amir, 2000: 14).

Tak pelak bahwa cara-cara PKI itu telah menimbulkan konflik di mana-mana. Dan tidak
sedikit tanah-tanah wakaf yang menjadi korban. Dalil mereka adalah bahwa semua yang
ada termasuk tanah adalah comunal bezit atau milik bersama (Yusuf, 2000: 26).

Dalam sejarahnya, PKI senantiasa menggunakan tanah sebagai bagian dari sarana
politiknya. Para pemuda pasca revolusi yang tidak puas, marah dan benci, cepat sekali
bereaksi terhadap pemimpin manapun yang menyebabkan ketidaksenangan mereka dan
siapa saja yang menawari para pemuda itu tempat untuk menumpahkan perlawanan
mereka terhadap status quo. Awal keberhasilan PKI dalam segmen masyarakat petani
berasal dari kondisi-kondisi yang sama, yaitu meluasnya ketidakpuasan dan keresahan
masyarakat terhadap kehidupan. Meskipun agak mengabaikan “kebijakan tanah” dan
masalah-masalah petani selama beberapa tahun (dalam sejarahnya, PKI baru mengadakan
Konferensi Pertanahan Nasional pada bulan April 1959), PKI tetap mendapat dukungan
luas melalui kemenangan slogan-slogannya yang memikat dan heboh, di antaranya; “tanah
untuk rakyat” dan “tanah untuk petani” (Mintz, 2002: 199-200).

Dari instruksi bersama diinstruksikan kepada Kepala Kantor Wilayah Departeme
Agama Propinsi, Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi, Kepala
Kantor Departemen Agam Kabupaten/Kotamadya dan Kepala Kantor Pertanahan
Kabupaten/Kotamadya seluruh Indonesia, mengenai; pertama, untu mengadakan
koordinasi sebaik-baiknya dalam penyelesaian sertifikat tanah wakaf. Kedua,
mengupayakan penyelesaian sertifikat tanah wakaf tersebut selambat-lambatnya pada akhir
Pelita V. Ketiga, menggunakan tolok ukur satuan biaya Proyek Operasi Nasional
Pertanahan (PRONA) sebagai dasar pembiayaan penyelesaian sertifikat tanah wakaf.
Keempat, merencanakan penyerahan secara masal sertifikat tanah dalam rangkaian acara
hari ulang tahun Undang-Undang Pokok Agraria ke-31 tanggal 24 September 1991 dan
Hari Amal Bhakti Departemen Agama ke-46 tanggal 3 Januari 1992 yang penyerahannya
akan dilakukan oleh Menteri Agama RI dan Kepala Badan Pertanahan Nasional. Kelima,
mengintensifkan tanah wakaf baik yang bersumber APBN, APBD, maupun dari
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masyarakat. Keenam, melaporkan kepada Gubernur Kepala Daerah Tingkat |, Kepala
Badan Pertanahan dan Menteri Agama RI apabila dalam sertifikat tanah wakaf tersebut
mengalami kesulitan/hambatan tentang pembiayaan, tenaga teknis, peralatan dan
kebutuhan lainnya. Ketujuh, Instruksi ini supaya dilaksanakan sebagaimana mestinya dan
setiap tiga bulan melaporkan perkembangannya kepada Gubernur Kepala Daerah Tingkat
I, Kepala Badan Pertanahan Nasional dan Menteri Agama RI. Kedelapan, Instruksi ini
mulai berlaku sejak dikeluarkan tanggal 30 Nopember 1990 (Hasanah, 2008: 21).

Dalam tinjauan politik hukum, Kompilasi Hukum Islam bertujuan untuk kebutuhan
teknis yustisial, yaitu kebutuhan perangkat hukum materiil bagi instansi pemerintah yang
membutuhkan, dan sebagai tindak lanjut dari UU No. 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-
Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman yang memposisikan Peradilan Agama sejajar
dengan Peradilan-Peradilan lainnya. Hal ini tercermin dari konsideran KHI maupun
penjelasannya. Dalam konsideran KHI huruf (b) disebutkan; bahwa Kompilasi Hukum
Islam tersebut oleh Instansi Pemerintah dan oleh masyarakat yang memerlukannya dapat
dipergunakan sebagai pedoman dalam menyelesaikan masalah-masalah di bidang tersebut
(Ditjenbinbaga Islam, 2000: 1).

Menteri Agama, sebagai Pembantu Presiden, dalam Surat Keputusannya Nomor: 154
Tahun 1991 tanggal 22 Juli 1991, dalam rangka melaksanakan Instruksi Presiden tersebut,
meminta kepada seluruh Instansi Departemen Agama, dan instansi pemerintah lainnya
yang terkait agar menyebarluaskan KHI dimaksud. Dalam bagian kedua diktum Keputusan
Menteri Agama tentang Pelaksanaan Instruksi Presiden itu disebutkan pula bahwa seluruh
lingkungan instansi itu agar menerapkan KHI tersebut di samping Peraturan Perundang-
undangan lainnya dalam menyelesaikan masalah-masalah di bidang hukum perkawinan,
kewarisan dan perwakafan (Hasanah, 2008: 22).

Lahirnya Kompilasi Hukum Islam tidak terlepas pula dari politik kepentingan
akomodasi rezim Orde Baru yang berikutnya (setelah UU No.7 Tahun 1989 tentang
Peradilan Agama), terhadap politik Islam. Bahkan Munawir Sjadzali (1988) selaku Menteri
Agama, dalam proses-proses politik yang berlangsung, sering mengatakan bahwa
penggagas KHI adalah Presiden Soeharto sendiri. Memang tidak jelas, siapa yang
sesungguhnya menjadi penggagas KHI, ada yang menyebut Busthanul Arifin
(Ditbinbapera Depag RI, 1992: 132, Arifin, 2001: 171), lbrahim Husain (Tim Penyusun
Biografi, 1990: 224), dan Munawir Sjadzali (Abdurrahman, 1992: 31). Ismail Sunny tidak
mengatakan Presiden Soeharto adalah penggagas KHI, tetapi dia mengatakan bahwa
Soeharto adalah orang yang mendorong terbitnya SKB antara Menteri Agama dan Ketua
Mahkamah Agung tentang KHI itu (Gunaryo, 2006: 234).

Busthanul menduga bahwa penempelan nama Seoharto pada KHI oleh Munawir di
atas memang disengaja, karena itu memiliki arti penting dilihat dari konstelasi politik pada
saat itu di mana Presiden memegang kendali kekuasaan yang luar biasa. Dengan
penempelan itu, diharapkan bahwa perjalanan KHI itu beserta seluruh upaya legitimasinya
dapat berlangsung dengan lancar. Apalagi menurut Busthanul, saat itu terlihat adanya
indikasi penentangan yang datang dari Gedung Sekretariat Negara yang di dalamnya ada
Sudharmono dan Murdiono, serta A. Hamid S. Attamimi (Wakil Sekretaris Kabinet). Di
balik layar ketiga orang inilah yang menurut Busthanul menentang KHI (Gunaryo, 2006:
234).

Busthanul sendiri merasa ditinggalkan dengan sengaja ketika suatu saat dilakukan
rapat untuk membahas KHI tanpa mengundang dia sebagai Ketua Tim Penyusun KHI
maupun sebagai pejabat Mahkamah Agung yang paling bertanggungjawab terhadap
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penyelesaian kompilasi itu. Padahal rapat tersebut sangat menentukan bentuk keberlakuan
dan kekuatan KHI, apakah itu berbentuk Peraturan Pemerintah, Instruksi, atau lainnya.
Inisiatif rapat datang dari Sekretariat Negara. Rapat itu dipimpin oleh Tamimi. Sedang
yang diundang dari Tim Penyusun KHI adalah Muhtar Zarkasyi (Direktur Pembinaan
Badan Peradilan Agama) dan Maesuri. Rapat memutuskan bahwa dasar keberlakuan KHI
adalah Instruksi Presiden (Gunaryo, 2006: 234-235).

Mahkamah Agung RI bersama dengan Departemen Agama RI memprakarsai
adanya Proyek Pembangunan Hukum Islam melalui yurisprudensi, suatu proyek yang akan
bertanggung jawab atas pembentukan Kompilasi Hukum Islam. Dengan demikian,
pemebentukan KHI dilaksanakan oleh sebuah Tim Pelaksana Proyek yang ditunjuk dengan
SKB Ketua MA dan Menag RI, No. 07/KMA/1985 dan No. 25 Tahun 1985, pada tanggal
25 Maret 1985 * (Siroj, 2012: 274).

Pembentukan tim ini seperti tersebut di dalam konsideran SKB tersebut, didasarkan
pada fungsi pengaturan MA RI terhadap jalannya peradilan di semua lingkungan peradilan
di Indonesia, khususnya terhadap Peradilan Agama. Penjabaran dari fungsi itu salah
satunya adalah mengadakan Kompilasi Hukum Islam yang selama ini menjadi hukum
materiil di Pengadilan Agama. Selain itu didasarkan juga pada UU No. 13 Tahun 1965 dan
UU No. 14 Tahun 1970. Atas dasar hal tersebut, SKB menunjuk dan mengangkat para
pejabat MA dan Depag RI sebagai pelaksana proyek tersebut (Wahid dan Rumadi, 2001:
150).

Berdasarkan susunan pelaksana proyek seperti termaktub dalam SKB, tampak
bahwa, penempatan personil didasarkan pada jabatan struktural yang bertanggung jawab
terhadap pembinaan Peradilan Agama, dengan menggunakan asas perimbangan
(equilibrium) dari dua instansi pemrakarsa, yakni keseimbangan personil di Depag dan MA
RI. Dari enambelas personil yang menduduki jabatan sebanyak limabelas orang; delapan
personil dari MA RI dan tujuh personil dari Depag RI, sisanya dari MUI, yakni KH.
Ibrahim Husain, LML (Harahap, 1990: 94-95).

Selain para birokrat dari Depag dan Hakim Agung dari MA RI yang turut terlibat
dalam proses penyusunan KHI adalah para ulama, dan para cendekiawan/intelektual
muslim. Kedua pihak yang disebut terakhir masuk dalam lingkaran proses penyusunan,
karena memang dilibatkan oleh Tim Pelaksana Proyek. Dari sini, maka intensitas
keterlibatan mereka dalam proses pembentukan KHI mempunyai nilai yang berbeda-beda.
Peran dan fungsi dalam pengambilan keputusan juga berlainan.

2.1.Metode Penelitian

Studi ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan politik hukum.
Metode kualitatif digunakan untuk mendapatkan data berbentuk kata verbal, bukan angka
(Muhadjir, 1996: 29). Pendekatan politik hukum digunakan untuk menganalisis regulasi
hukum wakaf sebagai produk politik pemerintah dengan data sekunder.

Teknik pengumpulan data dalam studi ini ada dua yaitu; dokumenter, dan
kepustakaan. Dokumen dibedakan antara yang pribadi dengan yang formal. Dokumen
pribadi mencakup; buku harian, surat pribadi, dan otobiografi. Sedangkan formal
mencakup; foto, arsip negara, data statistik dan produk budaya materiil (Muhadjir, 1996:
103).

! Ketua MA RI saat itu adalah Ali Said, S.H. dan Menteri Agama RI adalah H. Munawir Sjadzali, M.A.
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Hasil dan Pembahasan

UU No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf dan PP No 42 Tahun 2006 tentang
Pelaksanaan UU No. 41 Tahun 2004) dalam Tinjauan Politik Hukum. Dalam tinjauan
politik hukum, UU No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf merupakan langkah politis
pemerintah dalam mensukseskan PROPENAS (Program Pembangunan Nasional) di
bidang pembangunan hukum.

Hal itu terlihat dari surat yang diajukan oleh Direktorat Pengembangan Zakat dan
Wakaf cg. Menteri Agama kepada Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia perihal
izin prakarsa RUU Perwakafan. Dalam surat tersebut dimuat perlunya penyempurnaan
peraturan perundang-undangan tentang wakaf selama ini setelah mempertimbangkan hal-
hal sebagai berikut:”

Pertama, dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program
Pembangunan Nasional (PROPENAS) 2000-2004, disebutkan bahwa salah satu indikator
keberhasilan pembangunan nasional disektor hukum adalah ditetapkannya undang-undang
tentang Hukum Terapan Peradilan Agama, yaitu salah satunya tentang Undang-Undang
Wakaf.

Kedua, ketentuan mengenai perwakafan yang selama ini berlaku, belum dapat
dijadikan landasan yang cukup kuat untuk menyelesaikan persoalan-persoalan perwakafan,
tak terkecuali pemberdayaannya dalam sektor ekonomi. Regulasi-regulasi tersebut adalah
UU No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, Pasal 14 ayat (1)
huruf b dan Pasal 49 ayat (3), PP No. 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik,
Inpres No.1 Tahun 1991 yang memuat KHI yang sebagian materinya berkaitan dengan
wakaf, dan beberapa peraturan lain termasuk Instruksi Bersama Menteri Dalam Negeri dan
Menteri Agama, dan beberapa peraturan yang bersifat teknis yang dikeluarkan oleh
Menteri Agama.

Bersamaan dengan surat izin prakarsa penyusunan RUU Wakaf yang ditujukan
kepada Menteri Kehakiman dan HAM tersebut disertakan Konsepsi Pengaturan tentang
Perwakafan sebagai landasan awal upaya penyusunan RUU Wakaf. Konsepesi Pengaturan
tentang Perwakafan tersebut dapat dijaba

Pertama, kebijakan di bidang hukum (legal development policy) dalam Garis-Garis
Besar Haluan Negara Tahun 1999-2004, TAP MPR No. IV/MPR/1999, yang diwarnai oleh
tekad bangsa indonesia untuk melakukan reformasi di segala bidang kehidupan,
dirumuskan sebagai bagian integral (integral part) dari seluruh kebijakan sosial (social
policy) yang pada dasarnya merupakan usaha sistematis dari seluruh bangsa untuk
meningkatkan kesejahteraan seluruh warganya di berbagai bidang kehidupan.

Kedua, substansi perwakafan memiliki karakteristik yang berbeda dengan sektor
pemerintah (public sector) dan sektor swasta (private sector), sehingga memerlukan
pengaturan tersendiri. Apalagi dalam menghadapi era pasar bebas mutlak diperlukan
perangkat peraturan perundang-undangan yang memiliki visi masa depan, tetapi tetap
berpijak pada prinsip kedaulatan nasional.

2 Surat Menteri Agama kepada Menteri Kehakiman dan HAM beserta lampirannya, Nomor: MA/451/2002,
Perihal: 1zin Prakarsa RUU Wakaf, tertanggal 27 Desember 2002.
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Ketiga, di antara tujuan RUU Wakaf adalah; menjamin kepastian hukum di bidang
wakaf serta sebagai koridor kebijakan publik dalam rangka advokasi dan penyelesaian
kasus-kasus wakaf. Terciptanya tertib hukum dan tertib aturan di bidang wakaf dalam
wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan sasaran RUU Wakaf.

Politik hukum pemerintah dalam regulasi wakaf di atas, sebagaimana diatur dalam
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional
(PROPENAS) 2000-2004, yang menyebutkan bahwa salah satu indikator keberhasilan
pembangunan nasional di sektor hukum adalah ditetapkannya undang-undang tentang
Hukum Terapan Peradilan Agama, yaitu salah satunya tentang Undang-Undang Wakaf,
mendapatkan respon yang beragam dari para ulama, pakar, ormas Islam dan fraksi-fraksi
di DPR.

Pada saat diadakan pertemuan ulama, pakar/tokoh, dan ormas Islam dengan
Departemen Agama, maka para pakar dan ulama serta ormas Islam memberikan
pandangannya seputar kebijakan politik hukum pemerintah dalam regulasi hukum wakaf.®

KH. Syukri Zarkasyi (Gontor) menyatakan, dalam penyusunan UU Wakaf kelak,
jangan sampai memposisikan pemerintah sebagai penguasa yang serba mengatur.
Sedangkan Muhammadiyah memberikan pandangannya, posisi pemerintah seharusnya
lebih bersifat koordinatif dalam kaitannya dengan Badan Wakaf Indonesia yang dibentuk
dan dikembangkan oleh masyarakat. Senada dengan Muhammadiyah, Persis (Persatuan
Islam) mengisyaratkan organisasi pengelola wakaf atau Badan Wakaf Nasional dibuat
oleh masyarakat dan dikukuhkan oleh pemerintah. Fungsi dari pemerintah adalah
mengawasi dan melindungi dengan menjalankan UU agar dapat mengamankan benda-
benda wakaf yang disengketakan.

Majelis Ulama Indonesia (MUI) dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU)
dengan Komisi VI DPR menyatakan; MUI menyambut dengan gembira terhadap inisiatif
pemerintah yang mengajukan RUU tentang Wakaf kepada DPR. MUI berharap agar UU
tentang Wakaf kelak bisa dijadikan sandaran dan payung hukum yang dapat menstimulasi
perwakafan di tanah air. Namun dalam kesempatan kali ini MUl memberikan penekanan
agar UU ini tidak sekedar berhenti pada aspek normatif dan tidak dijalankan optimal
sebagaimana mestinya. Dalam kesempatan itu Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU)
juga menyambut gembira dan menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang
terkait dengan pembahasan RUU tentang Wakaf, karena PBNU melihat bahwa peraturan
perundang-undangan tentang pengaturan dan pengelolaan wakaf memerlukan
penyempurnaan, meskipun relatif agak terlambat.”

Pada saat Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) antara Komisi VI DPR RI
dengan BAZNAS dan LAZNAS ada beberapa masukan dari lembaga-lembaga itu
mengenai kebijakan politik pemerintah dalam regulasi hukum wakaf. LAZ Pos Keadilan
Peduli Umat (PKPU) menyatakan; dalam klausul pengadministrasian harta wakaf yang
melibatkan pemerintah, khususnya KUA sebagai Pejabat Pembuat Akta lkrar Wakaf
(PPAIW), agar dihilangkan. Karena Kketerlibatan pihak pemerintah akan menambah
rumitnya birokrasi wakaf yang tidak perlu. Dengan demikian peran nadzir wakaf harus

® Pertemuan Ulama, Pakar/Tokoh dan Ormas Islam tentang RUU Wakaf, tanggal 6 Maret 2003, dibuka oleh
Menteri Agama, tempat Operation Room Departemen Agama. = Time New Roman

* Laporan hasil Pertemuan Ulama, Pakar/Tokoh dan Ormas Islam tentang RUU Wakaf tanggal 6 Maret
2003.
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lebih ditingkatkan sehingga pengelolaan wakaf murni ditangani oleh pihak masyarakat
(swasta).’

Untuk mensinkronkan antara pemerintah dan DPR RI serta memenuhi ketentuan
Pasal 123 Keputusan DPR RI No. 03A/DPR RI1/2001, diadakan Rapat Kerja. Dalam Rapat
Kerja itu banyak tanggapan dari fraksi-fraksi yang ada di Komisi VI DPR RI mengenai
kebijakan politik regulasi hukum wakaf yang diajukan pemerintah kepada DPR.°

Simpulan

Studi ini telah berusaha mempelajari politik hukum wakaf di Indonesia dengan
rentang waktu mulai era kemerdekaan sampai era reformasi.Terbukti bahwa masing-
masing regulasi sesuai dengan eranya memiliki perbedaan sesuai kondisi politik yang
melatarbelakanginya. Terdapat regulasi yang memang faktor politiknya lebih besar
dibanding dengan faktor yang lainnya. Berikut ini adalah karakteristik regulasi hukum
wakaf di Indonesia, dengan menggunakan kategorisasi: dominan, agak lemah dan lemah.

® Risalah DPR RI, 31 Agustus 2004: Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) tentang RUU Wakaf dengan
BAZNAZ/LAZNAZ, hari Selasa 31 Agustus 2004, tempat Ruang Sidang Komisi VI DPR RI.

® Risalah DPR RI: Rapat Kerja antara Panja Komisi VI DPR RI dengan Pemerintah, hari Senin tanggal 6
September 2004, tempat Ruang Sidang Komisi VI DPR R!
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